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BI'PATI SITUBONDO,

: batrwa sehubungan dengan adanya perubahan Pedoman Peng;adaan

Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daeratr Dokter AMoer Ratrem
Kabupaten Situbondo sebagaimana telah diatrn dengan Peraturan Bupati
Situbondo Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa
pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter AMoer Rahem Kabupaten
Situbondo, dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati
Situbondo Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa
pada Rumah Sakit Umum Daeratr Dolter AMoer Ratrem Kabupaten
Situbondo dengan Peratrran Bupati.

: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambatran Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor U37)
sebagaimana telah diubah deogan Undang-Undang Nomor 12 Tatnrn
2008 tentang Perubatran Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tatrun zA0/. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambalran Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor +844);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatnrn 2009 Nomor, Taurbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tatun 2005 tenang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tatnm 2005 Nomor 140,
Tambatran Lembaran Negara RI Nomor a578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (kmbaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a5%);

5. Peraturan Pemerintatr Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tatrun 2006 Nomor 25, Tambatran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 461 4);
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6   Peraturan PcmcHntah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Pcnyelenggaraan Pemerintahan Daerah keptt DPRD,dan Llfollllasi
Laporan Pcnyelcnggaraan PemeHntttm Dacrah kepada Masyarakat

(Lcmbaran Ncgara Rcpublik lndoncsia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambttan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4693ゝ

7.  Peratllran Pemerlntah Nomor 38 Tahun 2007 tcnttmg Pembagian

Urllsan Pemem回■an antara Pemenntah, Pemerintahan Dacrah
Propinsi, dan Pemc■ 1セ山m Daeぬh Kabupatcn/Kota(Lembaran
Negara Rcpublik lndoncsia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);

8   Pcraman PcmeHntah Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Tcknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layallan Umuln Daerah(Lembaran

Negara Republik hdonesia Tahun 2007 Nomor,鰤balan Negara
Republik hdoncsia Nomo⇒ ;

9.Peraman Presdcn Nomor 54 Tぬ m2010 tcntang Pcngadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

10. Pcraturan Menteri Kcuangan Nomor : 08/PMK 02/2006 tentang
Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa paぬ Badan Layanan Umurn;

1l  Peraman Daerah Kabupatcn Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang
Umsan Pemerlntah Daerah Kabupaten Situbondo(Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  : PERATURAN  BUPATI  TENTANG  PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NCDMOR 43 TAIIUN 2010
TENTANC PEDOⅣ EAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA
RUDIAH SAKIT IIMtIM DAERAH DOKTER ABDOER RAⅡEM
KABUPATEN SITUBONDO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalatn Peraman Bupati Shュ tЮndo Nomor 43 Tahun
2010 tentang Pcdoman Pengadaan Barang/Jasa pada Rmah Sttt Umum
Daerah Dokter Abdoer Rahcm Kabupaten Situbondo(Lembaran Daerah
nbttaten situbondo Tahm 20H NomKDr 43)diubah SC馘 頭 beHkut:

1. Ketenm BAB H Pasa1 5 diubah, sehingga keselumhan Pasa1 5
berbunyi sebagai berikut:

Pasa1 5

(1)PCngttaan barang dan/atau jasa scbagalmalla pada Rumah Sttt
Umuln Daerah Dokter Abdocr k面∞n Kabupaten Situbondo,
dilakukan oleh Pttabat Pengadaan dan Unit Layanan Pengadaan

ωLP)/POKJA/Panitia Pcngadaan

(2)Paabat/Pmiia Pengadaan terdiri dari pcrsoゴ l yang memenuhi
persyaratan yang ditetapkan oleh pcraturan pe―dang―undangan

yang bcrlaku dan mcm」γuni tata cara pengadaan, substansi
pCkCJaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang yang diperlukan.

(3)Panitia peneHma/Pemeriksa Barang addah Panitia/paabat yang
ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas mcmeHksa dan menerima
hasil pckcriaan

2. Ketcn加四n BAB II Pasa1 6 dihpus.
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Ketentuan BAB III Pasal 7 dan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan
Pasal 7 dan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Pengadaan barang/jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer
Rahem Kabupaten Situbondo diselenggarakan berdasarkan jenj ang nilai
yang ditentukan sebagai berikut :

a. pengadaan barang/jasa dengan nilai Rp. 0 (nol rupiah) sampai
dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan
pembelian langsung kepada penyedia barang/jasa dengan bukti
pembelian kuitansi oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
menggunakan Surat Pesanan bermaterai cukup;

b. pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah) dilakukan dengan Pengadaan Langsung oleh Pejabat
Pengadaan Barang/Jasa dengan menggunakan Surat Perintah Kerja;

c. pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua
ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) dilakukan dengan Pelelangan Sederhana oleh Panitia
Pengadaan Barang/Jasa menggunakan Kontrak;

d. pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) dilakukan dengan Pelelangan Umum/Pelelangan
Terbatas oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa menggunakan Kontrak.

Pasal 8

Pengadaan jasa konsultansi pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter
Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo diselenggarakan berdasarkan
jenjang nilai yang ditentukan sebagai berikut :

a. nilai pekerjaan konsultan dengan nilai Rp. 0 (nol rupiah) sampai
dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilakukan dengan
pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
menggunakan Surat Pesanan;

b. nilai pekerjaan dengan nilai diatas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah) sampai dengan sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus
juta rupiah) dilakukan dengan Pengadaan Langsung oleh Pejabat
Pengadaan Barang/Jasa menggunakan Surat Perintah Kerja;

c. nilai pekerjaan dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) sampai dengan sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah) dilakukan dengan seleksi sederhana oleh Panitia
Pengadaan Barang/Jasa menggunakan Kontrak;

d. nilai pekerjaan diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
dilakukan dengan Seleksi Umum/Seleksi Terbatas oleh Panitia
Pengadaan BaranglJasa menggunakan Kontrak.

Ketentuan BAB IV Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Dalam penetapan penyedia barang/jasa, Pejabat/Panitia Pengadaan
Barang/Jasa terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis
dari Pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan Rumah Sakit Umum
Daerah Abdoer Rahem.
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(2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan melibatkan semua unsur Pejabat Pengelola Rumah Sakit
Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem dengan memperhatikan
prinsip objektivitas, independensi, dan saling uji.

Pasal II
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Situbondo.

ヽな らリ

吻    ρ
^

つし颯ノキ_し
'｀
9

BUPATISITUBONDO,

Diundangkttdi
PadatanggJ 9

泄
ｋ
ｌ


